BUPATI ENDE

Menimbang

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR ﬁ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

da.

BUPATI ENDE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unsur
pelaksana kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan
teknis penunjang pada Dinas Daerah;

bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium
Lingkungan telah memperoleh Rekomendasi dari
Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Surat Nomor
BO.061/99/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, perihal
Klarifikasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kabupaten Ende;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Ende;
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelnksana Teknis Daerah (Berita Negara

Repulik Indonesin Tahun 2017 Nomor 451);

9, Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Dacrah Kabupaten Ende Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menctapkan @ PERATURAN  BUPATI  TENTANG PEMBENTUKAN  UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENDE.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan :

w

No o s

10.

Daerah adalah Kabupaten Ende.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Bupati adalah Bupati Ende.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ende.

Sckretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.
Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Ende.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD
Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.

UPTD Laboratorium Lingkungan adalah adalah unsur pelaksana kegiatan
tcknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas Lingkungan Hidup.
Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat
akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan

mempunyai identitas registrasi.
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Lelompok — Jabatnn Funggsional  Tertentu  adalah  kedudukan  yang

menunjukan tugns, tanggung jnwab, wewenang dan hak scorang Pegawai
Negeri Sipil dalam  suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tgnsnya didasarkan pada keahlion dan/atau ketrampilan tertentu serta

bersifot maondiri don untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan
anglen kredit,

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan  Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.

BAE III
KEDUDUKAN
Pasal 3
(1) UPTD Laboratorium Lingkungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada
Dinas Lingkungan Hidup.
(2) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB 1V
KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah Kelas A.

Bagjan Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
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UFTD melalesanakan lungsi

a. penyusunan prograta kela/leplaton operastonand URTD bordimarking
kebijakan telknis dinns
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c. pengendalian techadap standar kompetensi dan objektilitas pevsonel

d. pengawagan dan pengendalinn terhadap komilen manajenen aain
sesuai registrast sertifikasi alreditani;

e, pelaksanaan fungsi lain yang diperintablcan oleh plmploan,

Paragral 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Panal 7
Kepala Sub Bagian Tata Upsha mempunyal (ugas, membantn Kepala LD
dalarn melaksanakan pengelolaan dan pelayanan uniman ketatansatinan

UPTD.
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penvusunag progeam lkerjn/kepintan ketstansabizngg 1557) Iy
penpkoordinasinn penpelolaan ketataasahiann U0,
Loopelaksannan pelayannn ketatausohoan U,

. pengawasan  dan pengendalion  sertn evaluasi  pelabsansan  urassn

ketatausahaan UIrD;

¢, pelaksanaan fungsi lnin yang diperintshkan oleh pimpinan,

Bagian Kedua
Rincian Tugas
Paragraf 1
Kepala UFTD
Pasal 4
Kepala UPTD mempunyai rincian tugas:
a. menyusun program kerja UPTD scbagail bahan penyusunan perencznzzan

program kerja dinas dan pedoman dalam pelaksanaasn tugss;

o

mengkaji  ketentuan  Peraturan  Perundang-undasngsn  dzn petunjuk

pelaksanaan operasional UPTD;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasionzl UPTD sesuzi
prosedur dan ketentuan yang berlaku;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan intansi terkzsit gunz
kelancaran pelaksanaan tugas;

e. mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengolzhzn, znzlisz dzn

pemutakhiran data laboratorium sesuai petunjuk teknis zgar diperclen

data dan informasi yang akurat;

f. mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan parameter linglungan, kalibrasi,

v

standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yan

d

berlaku untuk mencegah pencemaran lingkungan;
g, melakukan pengelolaan limbah meliputi identifikasi, pemilzhan dan

3

penguraian untuk mencegah pencemaran lingkungan;

h. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuzi dengan
permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapal efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan tugas;

memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas dan hasil kerja bawahan

——
.

berdasarkan rencana kerja;
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J. menilai pekerjaan bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku kerja
sesuai  ketentuan Peraturan  Perundang-undangan dalam  rangka
peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

k. mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur (SDM) fungsional
yang berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal di bidang pengelolaan
laboratorium lingkungan;

l. menyiapkan dan mengurus administrasi penerimaan pendapatan asli
daerah di bidang laboratorium lingkungan;

m. meneliti, mengkoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk
dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

n. menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
pelaksanaan kegiatan teknis operasional Laboratorium Lingkungan;

o. mengendalikan dan mengevaluasi seluruh proses pelayanan laboratorium
lingkungan dan ketatausahaan sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk memperoleh gambaran kemajuan dan hambatan dalam
pelaksanaan tugas;

p. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD baik lisan maupun
tertulis untuk menjadi bahan masukan atasan;

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

a. merancang bahan masukan penyusunan program/ kegiatan ketatausahaan
UPTD sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas;

b. mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk
pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD;

c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan kebutuhan pelayanan
ketatausahaan UPTD baik secara internal maupun dengan intansi terkait;

d. melaksanakan kegiatan pelayanan ketatausahaan UPTD meliputi
kepegawaian, keuangan, umum dan rumah tangga, tata laksana, organisasi,
hubungan masyarakat, kearsipan dan pelaporan sesuai petunjuk teknis dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e. melakukan pengolahan data, analisis serta penyajian data dan informasi

yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; ﬁr
P
' 8
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menyiapkan rancangan, ¢

an menctapkan konsep atau naskah dinas yang,
berkaitan deng

AN penyclenggaraan  pekerjoan  sesual  ketentuan - dan M
prosedur Yang berlaku guna kelancaran peluksannan tugas;
8 menyusun dap mencrapkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)
ketatausahaan UPTD;
membagi tugas kepada bawahan bailk sccara tertulis maupun lisan guna
kelancaran pelaksanaan pekerjaan;

!+ mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan

dengan memberi petunjuk agar tercapainya hasil kerja yang optimal;

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja dan perilaku
kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalamn rangka
peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan scbagai bahan penilaian
dan pertanggungjawaban pimpinan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB V1
TATA KERJA
Pasal 10

(1) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi

petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan bawahan yang berada
dalam lingkungannya.

Kepala UPTD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur

organisasi yang dipimpinnya.

(3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya
masing-masing.

(4) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan

Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 11

(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai pada UPTD

dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pagafl
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(2)

(1)

(2)

3)

(1)

(6)

Pengangkay
dilakukan denpan
)

urusan yang ditangani,

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 12

Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan

Pengawas,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb

atau Jabatan Pengawas.
Kelompok Jabatan Fungsional merupakan unsur staf/ pelaksana.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
tcknis operasional/penunjang UPTD sesuai bidang keahliannya
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah personel dalam
jabatan fungsional yang dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk dan bertangggungjawab kepada Kepala UPTD.
Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Penilajian kinerja jabatan fungsional UPTD dilaksanakan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional UPTD secara teknis administrasi
bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan secara
teknis operasional berada di bawah koordinasi serta bertanggungjawab -
kepada Kepala UPTD.

an pejubat dan pegawai sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan  kompetensi/keahlian  sesuai bidang

Pagal
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BAB IX
PEMBIAYAAN M
Pasal 14

Pembiavag = " ;
Wiayaan untulk wendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Kabupaten Ende.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal ¢ At 2019

#OBUPATI ENDE,,

SELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende

=}

pada tanggal / #(7>>7 2019

,;/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,(Q

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR r‘}
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LAMPIRAN PRk
NOMOR 9]
TANGGAL a4 X tdve o

FURAN BUpAT ENDE
TAHUN 2019 NO]
2019

STRURTUR Ora R
RUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ENDE

KEPALA UPTD
:
5 SUB BAGIAN
: — TATA USAHA
i

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Garis Komando

Garis Koordinasi : ============---

#BUPATI ENDE
Vo™

MARSELINUS Y. W. PETU

Pagaf
FAVv7g
12

Dipindai dengan CamScanner




